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Abstrak- The principal has a strong role in coordinating, mobilizing and harmonizing 
all available educational resources at school. Principal's leadership is one of the 
factors that can encourage schools to be able to realize the vision, mission, goals and 
objectives of their school. The purpose of this study is to find out how the role of the 
headmaster in achieving the quality standard of management towards the community 
5.0. The method used in this research is literature study. The results of this study are 
that there are four steps taken by the principal as a manager in order to achieve 
management standards, namely, (1) the principal conducts planning, (2) the principal 
organizes, (3) the principal supervises and (3) the principal controls. In addition, in 
order to reach community 5.0, at least there should be an increase in skills related to 
ICT for teachers, students and staff. 
 
Keywords-Managerial Role, Principal of Madrasah, Quality. 
 
Abstract- Kepala sekolah memiliki peranan yang kuat dalam mengkoordinasikan, 
menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia 
disekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat 
mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran 
sekolahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
peran kepala madrasah dalam rangka mencapai standar mutu pengelolaan menuju 
masyarakat 5.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka 
(literature study). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat langkah yang 
dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer dalam rangka mencapai standar 
pengelolaan, yakni, (1) kepala sekolah melakukan perencanaan, (2) kepala sekolah 
melakukan pengorganisasian, (3) kepala sekolah melakukan pengawasan dan (3) 
kepala sekolah melakukan pengendalian. Selain itu, dalam rangka menuju 
masyarakat 5.0 maka setidaknya dilakukan peningkatan kemampuan terkait TIK baik 
untuk guru, siswa dan staff. 
 
Kata Kunci- Peran Manajerial, Kepala Madrasah, Mutu. 
 




Pendidikan merupakan faktor penting 
dan menentukan dalam kehidupan suatu 
bangsa yang berbudaya. Kemajuan suatu 
bangsa sangat tergantung pada tingkat 
pendidikan yang diperolehnya. Sistem 
pendidikan nasional dilaksanakan untuk 
meningkatkan kehidupan bangsa (Yusuf, 
2008:1). Menurut Hayat (2010:2), bahwa 
didalam aspirasi kemajuan masa depan yang 
visioner, didalam sistem yang desentralisasi, 
dan didalam strategi pengembangan secara 
nasional, pendidikan bukan saja menghadapi 
era yang baru, tetapi pendidikan itu sendiri 
diharapkan menjelma sebagai potensi dan 
lambang pembaharuan. 
Kepala sekolah dan pengawas 
Pendidikan merupakan unsur penting dalam 
pengelolaan layanan pendidikan di satuan 
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pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola 
pengawas dan kepala sekolah sebaiknya 
secara terus menerus mengalami 
pembaharuan yang selaras dengan tuntutan 
perubahan dan tantangan kekinian. Menurut 
Effendy saat ini perlu ide- ide baru, paradigma 
baru ketika kita berbicara dalam konteks 
pembinaan tenaga pendidikan. Oleh karena itu, 
kedua unsur ini harus disesuaikan dengan 
tuntutan perubahan dan tantangan kekinian 
(Yulizar, 2019). Pemerintah harus berani 
melakukan otokritik yang tajam dalam 
keseluruhan proses pembinaan tenaga 
pendidik, khususnya pengawas sekolah mulai 
dari proses rekrutmen, pengembangan, dan 
pemberdayaannya. Khususnya yang berkaitan 
dengan pelatihan, menurut Mendikbud 
diperlukan review yang menyeluruh, baik yang 
berkaitan dengan kesiapan dan kelayakan 
lembaga penyelenggara, metode maupun 
substansi pelatihan. Analisis lebih lanjut adalah 
esensi dan eksistensi pelatihan di era digital, 
era millenia dengan generasi industri 4.0 serta 
era disrupsi. Analisis tersebut melahirkan 
konklusi bahwa setiap individu memiliki 
kesempatan yang sama dalam meningkatkan 
kapasitas nilainya dan kapasitas 
profesionalnya. Untuk itu, Mendikbud berharap 
pelatihan yang akan dikembangkan tidak lagi 
sekedar sebagai pelatihan konvensional yang 
selama ini dilaksanakan. Pelatihan yang 
diharapkan adalah pelatihan yang benar-benar 
menyentuh sisi intristik/inner motivation para 
peserta (Effendy, Kompas.com, 16 Oktober 
2018). 
Mengingat pentingnya pendidikan bagi 
suatu bangsa dalam membentuk generasi 
bangsa yang cerdas, bermoral, bermartabat 
serta mampu bersaing ditingkat global, 
fenomena di era yang tak mengenal batas ini 
tuntutan pendidikan semakin kompleks dan 
meningkat, untuk itu mutu pendidikan tetap 
terus ditingkatkan. Menurut Mulyasa 
(2009:226), pendidikan yang bermutu tidak 
dapat hanya dilihat dari kualitas lulusannya 
saja, tetapi juga mencakup bagaimana 
lembaga pendidikan mampu memenuhi 
kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar 
mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini 
adalah pelanggan internal dan pelanggan 
eksternal. 
Diperlukan bentuk pengelolaan untuk 
setiap sumber daya tersebut agar dapat 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh 
masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan 
tentang pengelolaan pendidikan tersebut 
dijelaskan menggunakan produk hukum 
berupa Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Sehingga kemudian diterapkan standard 
minimal yang harus dimiliki pada pengelolaan 
satuan pendidikan. Standar tersebut meliputi 
standar isi, standar proses, standar 
kompetensi lulusan, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan 
prasarana, standar pengelolaan, standar 
pembiayaan,dan standar penilaian pendidikan 
(Helmawati, 2014:160). Delapan standar 
nasional kemudian dijelaskan melalui 
peraturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar 
setiap satuan pendidikan dapat memenuhi 
kedelapan standar tersebut diperlukan proses 
evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Tujuannya 
adalah agar diketahui pencapaian mutu 
pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan 
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kriteria yang telah ditetapkan. Standar nasional 
pendidikan yang akan dijabarkan luaskan pada 
karya tulis ini adalah standar pengelolaan. 
Kepala sekolah memiliki peranan yang 
kuat dalam mengkoordinasikan, 
menggerakkan dan menyerasikan semua 
sumber daya pendidikan yang tersedia 
disekolah. Kepemimpinan kepala sekolah 
merupakan salah satu faktor yang dapat 
mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan 
visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya ( jika 
didalam Standar Nasional Pendidikan 
termasuk didalam standard pengelolaan) 
melalui program-program yang dilaksanakan 
secara terencana dan bertahap. 
 
KAJIAN TEORI 
1. Kepala Sekolah Sebagai Manajer 
Menurut Helmawati (2014:17), kepala 
sekolah atau kepala madrasah adalah salah 
satu personel sekolah yang membimbing dan 
memiliki tanggung jawab bersama anggota lain 
untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah secara 
resmi diangkat oleh pihak atasan. Kepala 
sekolah disebut pemimpin resmi (official 
leader). 
Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan 
tujuan pendidikan dilembaga yang dipimpinnya, 
kepala sekolah/ kepala madrasah berdasarkan 
Daryanto harus : 
1. Memiliki wawasan jauh kedepan (visi) dan 
tahu tindakan apa yang harus dilakukan 
( misi ) serta paham benar cara yang akan 
ditempuh (strategi). 
2. Memiliki kemampuan untuk 
mengkoordinasikan dan menyerasikan 
seluruh sumber daya terbatas yang ada 
untuk mencapai tujuan atau untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah (yang 
umumnya tidak terbatas) 
3. Memiliki kemampuan mengambil 
keputusan dengan terampil (cepat, tepat, 
dan akurat) 
4. Memiliki kemampuan memobilisasi 
sumber daya yang ada untuk mencapai 
tujuan dan mampu menggugah 
pengikutnya untuk melakukan hal-hal 
penting bagi tujuan sekolah atau 
madrasah. 
5. Memiliki toleransi terhdaap perbedaan 
pada setiap orang 
6. Memiliki kemampuan memerangi musuh-
musuh kepala sekolah atau madarsah, 
seperti ketidakpedulian, kecurigaaan, 
tidak membuat keputusan, mediokrasi, 
imitasi, arogansi, pemborosan, kaku, dan 
bermuka dua dalam bersikap dan 
bertindak. 
Demikianlah, bagi seorang kepala 
sekolah atau kepala madarasah memimpin 
adalah mempengaruhi. Kepemimpinan bukan 
jabatan, posisi, atau bagan alir. Kepemimpinan 
adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi 
kehidupan lain. Kepala sekolah memiliki 7 
peran, yaitu meliputi : sebagai administrator, 
sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai 
innovator, sebagai motivator, sebagai educator 
(pendidik), leader (pemimpin). 
2. Mutu Pengelolaan 
Arcaro mendefinisikan mutu sebagai 
sebuah derajat variasi yang terduga standar 
yang digunakan dan memiliki kebergantungan 
pada biaya yang rendah. Pada pengertian 
yang lain disebutkan bahwa mutu adalah 
ukuran baik atau buruk suatu benda, kadar 
atau derajat kualitas sesuatu. Sehingga mutu 
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dapat diartikan sebagai derajat atau kadar 
variasi terduga standar yang digunakan dan 
memiliki ketergantungan pada biaya rendah. 
Sallis menambahkan pengertian mutu sebagai 
filosofis dan metodologis yang membantu 
institusi untuk merencanakan perubahan dan 
mengatur agenda dalam menghadapi 
tekanantekanan eksternal yang berlebihan. 
Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana 
memberikan definisi terhadap kualitas dengan 
mengungkapkan beberapa elemen kesamaan 
yang terkandung pada beberapa pengertian 
tentang kualitas, yaitu sebagai berikut. 
1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau 
melebihi harapan 
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, 
proses, dan lingkungan. 
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu 
berubah (misalnya apa yang diangggap 
merupakan kualitas saat ini mungkin 
dianggap kurang berkualitas pada masa 
mendatang). 
 
Kemudian kualitas (mutu) dapat diartikan 
sebagai suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 
proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. Berdasarkan beberapa 
pengertian tentang mutu atau kualitas tersebut, 
maka mutu dapat didefiniskan sebagai ukuran 
relative kebaikan suatu produk maupun jasa 
yang digunakan sebagai usaha memenuhi 
harapan konsumen atau pelanggan. 
Dalam Tilaar (2010:163), pengelolaan 
pendidikan diperluan berbagai penguasaan 




Perencanaan yang dimaksud ialah 
perencanaan mikro ( sekolah ) maupun 
perencanaan masyarakat sekitar sampai 
kepada perencanaan pembangunan 
daerah dalam kaitan dengan otonomi 
daerah. 
2. Pengorganisasian 
Di dalam hal ini diperlukan pengetahuan 
mengenai organisasi (teori – teori 
organisasi) serta bentuk – bentuk 
mekanisme serta kinerja masingmasing 
organisasi. 
3. Aktualisasi 
Di dalam hal ini diperlukan konsep-konsep 
mengenai manajemen, teoriteori 
mengenai mobilisasi sumber-sumber yang 
tersedia untuk mewujudkan suatu program 
atau suatu rencana kerja. 
4. Pengawasan 
Pengetahuan berbagai bentuk 
pengawasan untuk memilih yang sesuai 
dengan kondisi serta tingkat 
perkembangan suatu organisasi. 
5. Budget 
Di sini diperlukan pengetahuan mengenai 
penyusunan RAPBS maupun pada tingkat 
daerah dalam rangka kerja sama antar 
lembaga pendidikan. 
6. Administrasi pendidikan 
Di dalam arti mikro diperlukan 
pengetahuan mengenai adminsitrasi 
pendidikan sekolah yang efektif antara lain 
dengan menggunakan teknologi 
komunikasi komputer yang akan 
mempermudah tugas-tugas administratif. 
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7. Pemantauan dan pelaporan 
Di dalam kaitan ini dikembangkan program 
EMIS (Educational Management 
Information System) dalam lingkup 
sekolah maupun lingkup daerah. 
8. Evaluasi 
Dalam hal ini evaluasi perilaku di dalam 
rangka pencapaian misi yang telah 
ditetapkan 
 
Berdasarkan pemendiknas nomor 19 
tahun 2005, dinyatakan bahwa setiap satuan 
pendidikan wajib memenuhi standar 
pengelolaan pendidikan yang berlaku secara 
nasional (Ridwan, 2015:101). Setiap 
sekolah/madrasah harus merumuskan visi 
sekolah sebagai cita-cita bersama warga 
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang 
berkepentingan pada masa yang akan datang; 
mampu memberikan inspirasi, motivasi dan 
kekuatan pada warga sekolah atau madrasah 
dan segenap pihak yang berkepentingan; 
dirumuskan berdasarkan masukan dari 
berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-
pihak yang berkepentingan, selaras dengan 
visi institusi di atasnya, serta visi pendidikan 
nasional; diputuskan dalam rapat dewan 
pendidik yang dipimpin oleh kepala 
sekolah/madrasah dengan memerhatikan 
masukan komite sekolah atau madrasah; 
disosialisasikan kepada warga sekolah atau 
madrasah dan segenap pihak yang 
berkepentingan; serta ditinjau dan dirumuskan 
kembali secara berkala sesuai dengan 
perkembangan dan tantangan di masyarakat. 
Selanjutnya, sekolah atau madrasah 
harus merumuskan visi dan misi sekolah yang 
memberikan arah dalam mewujudkan visi 
sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional. Tujuan yang akan dicapai 
dalam kurun waktu tertentu yaitu; menjadi 
dasar program pokok sekolah/madrasah; 
menekankan pada kualitas layanan peserta 
didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh 
sekolah/madrasah; memuat pernyataan umum 
dan khusus yang berkaitan dengan program 
sekolah atau madrasah; memberikan 
keluwesan dan ruang gerak untuk 
pengembangan kegiatan satuan-satuan unit 
sekolah/madrasah yang terlibat; dirumuskan 
dari masukan segenap pihak yang 
berkepentingan termasuk komite 
sekolah/madrasah dan diputuskan dalam rapat 
dewan pendidik, yang dipimpin oleh kepala 
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang 
berkepentingan; ditinjau dan dirumuskan 
kembali secara berkala sesuai dengan 
perkembangan dan tantangan masyarakat. 
Sekolah atau madrasah menyusun 
tujuan sekolah yang menggambarkan tingkat 
kualitas yang perlu dicapai dalam jangka 
menengah ( empat tahunan ); mengacu pada 
visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, serta 
relevan dengan kebutuhan masyarakat; 
mengacu pada standar kompetensi lulusan 
yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah 
dan pemerintah; mengakomodasi masukan 
dari berbagai pihak yang berkepentingan 
termasuk komite sekolah/madrasah dan 
diputuskan dalam rapat dewan pendidik yang 
dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah; 
disosialisasikan kepada warga 
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang 
berkepentingan.  
Sekolah atau madrasah diwajibkan 
membuat : 
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1. Rencana kerja jangka menengah yang 
menggambarkan tujuan yang akan dicapai 
dalam kurun waktu empat tahun, yang 
berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin 
dicapai dan perbaikan komponen yang 
mendukung peningkatan mutu lulusan 
2. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan 
dalam rencana kegiatan dan anggaran 
sekolah/madrasah, yang dilaksanakan 
berdasarkan jangka menengah. 
 
Sekolah wajib membuat pedoman yang 
mengatur berbagai aspek pengelolaan secara 
tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja. 
Standar pengelolaan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 
pengelolaan pendidikan ditingkat 
kabupaten/kota, provinsi, dan pada tingkat 
nasional. Tujuan dari standard ini adalah 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 




Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
studi literatur dengan mencari referensi teori 
yang relefan dengan kasus atau permasalahan 
yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh 
dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan 
sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi 
praktek penelitian ditengah lapangan. Studi 
literatur adalah cara yang dipakai untuk 
menghimpun data-data atau sumber-sumber 
yang berhubungan dengan topik yang diangkat 
dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa 
didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku 
dokumentasi, internet dan pustaka. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Peran Manajerial Kepala 
Madrasah dalam Mencapai Standar 
Mutu Pengelolaan 
Langkah-langkah yang harus dilakukan 
dalam mencapai standar pengelolaan 
pendidikan, Kepala Madrasah harus 
melaksanakan perannya sebagai manajer. 
Menurut Stoner Freeman, peran manajer yang 
harus dilakukan oleh kepala madrasah sebagai 
manajer dalam rangka mencapai standar mutu 
pengelolaan, yakni sebagai berikut : 
1) Peran interpersonal 
Peranan interpersonal meliputi kepala 
sekolah/ kepala madrasah sebagai : 
a. Figurehead, kepala sekolah sebagai 
lambang atau symbol, mewakili warga 
madrasah dalam menghadiri acara 
resmi maupun tidak resmi 
b. Pemimpin, mengarahkan, memotivasi 
dan menciptakan kondisi yang 
memungkinkan untuk bekerja bagi 
pengikutnya 
c. Penghubung, berperan mengelola 
hubungan madrasah dengan 
masyarakat. 
2) Peranan informasional 
Peranan informasional menurut Mintzberg 
meliputi : 
a. Monitor, ia mencari informasi di dalam 
dan di luar madrasah. 
b. Disseminator, kepala madrasah 
mendistribusikan informasi-informasi 
penting kepada pendidik dan tenaga 
kependidikan, orang tua peserta didik, 
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anggota komite madrasah atau 
madrasah, aparatur pemerintah dan 
masyarakat. 
c. Spokes person, kepala madrasah 
menjadi seorang diplomat, ia harus 
mampu berbicara dengan penuh 
diplomasi dan mampu membuat 
pendengarnya terpesona dan siap 
melaksanakan yang ia bicarakan. 
3) Peranan decisional 
Menurut Mintberg peranan decisional 
meliputi : 
a. Entrepreneur, kepala madrasah harus 
kreatif dan enovatif dalam 
mengembangkan sekolah atau 
madrasah. 
b. Disturbance hander, kepala madarsah 
harus mampu mengantisipasi dan 
menanggulangi kesulitan-kesulitan. 
c. Resources allocato, mengalokasikan 
sumber daya organisasi sesuai dengan 
keahliannya. 
d. Negotiator, melakukan perundingan 
atau negoisasi dengan klien, dan pihak-
pihak lain. 
 
Sesuai yang ditetapkan dalam penilaian 
kinerja kepala sekolah, kepala sekolah harus 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya (Wahjosumidjo, 2010). 
Pimpinan hendaknya mampu memiliki 
kehandalan dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai seorang manajer. 
Jadi dalam rangka mencapai standar 
pengelolaan pendidikan, Kepala Madrasah 
harus melaksanakan perannya sebagai 
manajer. Menurut Wahjosumidjo, ada empat 
langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah 
sebagai manajer dalam rangka mencapai 
standar pengelolaan, yakni kepala sekolah 
melakukan perencanaan, kepala sekolah 
melakukan pengorganisasian, kepala sekolah 
melakukan pengawasan dan kepala sekolah 
melakukan pengendalian. 
2. Peran Kepala Madrasah Menuju 
Masyarakat 5.0 
Kepala madrasah disamping harus 
memimpin madrasah sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya, juga harus mampu 
menyikapi dan beradaptasi terhadap berbagai 
dinamika yang berkembang dengan cepat, 
misalnya dalam implementasi kurikulum, 
aturan PPDB, peningkatan kompetensi guru, 
peningkatan kompetensi kepala madrasah, 
dan sebagainya. Belum lagi, di masa otonomi 
daerah saat ini, seorang kepala madrasah 
disamping harus mengamankan kebijakan 
pemerintah pusat, juga harus mengamankan 
kebijakan kepala daerah, bahkan secara politis, 
kadang pengaruh kebijakan kepala daerah 
lebih dominan daripada kebijakan pemeritah 
pusat, karena kepala madrasah diangkat dan 
ditempatkan oleh kepala daerah. 
Saat ini dunia pendidikan dihadapkan 
pada sejumlah tantangan. Seorang kepala 
madrasah yang visioner tentunya memiliki 
kepekaan dan kecepatan dalam merespon 
atau menjawab tantangan tersebut. Di era 
revolusi industri 4.0 saat ini, masalah strategis 
yang banyak mendapatkan perhatian adalah, 
pentingnya meningkatkan mutu lulusan untuk 
bisa bersaing dengan dalam dunia 
kerja.  Walau sepintas hal tersebut identik 
dengan jenjang SMK, tetapi secara kebijakan, 
implementasi kurikulum 2013 yang 
menggantikan kurikulum 2006 bertujuan untuk 
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meningkatkan mutu pendidikan sekaligus daya 
saing lulusan pada setiap jenjang. 
Era revolusi industri 4.0 adalah sebuah 
era dimana pekerjaan sudah banyak dilakukan 
secara digital. Hanya dengan menggunakan 
satu perangkat, bisa digunakan untuk 
mengatur beberapa pekerjaan (multi 
tasking). Istilahnya tinggal sentuh layar, maka 
pekerjaan pun dapat dilakukan atau kebutuhan 
pun dapat terpenuhi. Saat ini banyak pekerjaan 
atau dokumen yang sudah serba elektronik (e-), 
seperti e-KTP, e-passport,  e-book, e-learning, 
e-ticket, e-banking, e-commerce, e-toll, dan 
sebagainya. Revolusi industri 4.0 yang juga 
dikenal dengan era digitalisasi memberikan 
konsekuensi hilangnya sekian banyak 
pekerjaan karena selain tidak dapat bersaing, 
juga sebagian sudah diganti oleh mesin dan 
komputer. Walau demikian, era ini juga 
melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru yang 
banyak bersentuhan dengan dunia digital. 
Perusahaan-perusahaan baru muncul dengan 
berbasis TIK.  
Sarana transportasi, makanan, minuman, 
hotel, laundry, dan sebagainya saat ini bisa 
dipesan secara online. Pemesan tidak perlu 
capai pergi atau belanja sendiri. Cukup 
memesan menggunakan gawai, dan tinggal 
menunggu pesanan dikirim. Hal itu menjadikan 
waktu dan tenaga lebih efektif dan lebih efisien. 
Pemesan tinggal menunggu datangnya 
pesanan.  Pembayarannya ada yang 
secara online via transfer, tapi ada juga yang 
bayar di tempat. Oleh karena itu, penguasaan 
terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) mutlak diperlukan, karena hal tersebut 
menjadi alat yang digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Penguasaan TIK pun penting dikuasai 
oleh guru, karena TIK selain digunakan 
sebagai sarana belajar, juga menjadi salah 
satu sumber belajar, bahkan banyak sekali 
digunakan seiring dengan semakin 
meningkatkan kebutuhan terhadap 
penggunaan perangkat TIK. Guru jangan 
sampai gaptek alias gagap teknologi, karena 
tidak tertutup kemungkinan justru siswanya 
yag lebih piawai menggunakan perangka TIK 
dibandingkan dengan gurunya. Mengingat 
pentingnya penguasaan TIK dalam kegiatan 
pembelajaran, maka kepala madrasah perlu 
melakukan beberapa langkah. Pertama, 
peningkatan kompetensi guru dalam 
pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kedua, 
pengadaan sarana dan prasana penunjang 
seperti laboratorium komputer, jaringan 
internet, sumber belajar, alat-alat peraga, dan 
media pembelajaran berbasis TIK. Ketiga, 
membuka kerjasama dengan 
perusahaan provider, atau operator TIK baik 
dalam bentuk kerjasama pelatihan atau 
penyediaan perangkat TIK. 
Pentingnya peningkatan kemampuan 
pemanfaatan TIK bukan hanya untuk guru saja, 
tetapi juga untuk tenaga kependidikan (staf) 
dan siswa. Staf yang melek TIK akan 
membantu madrasah dalam memberikan 
layanan operasional dan layanan Sistem Data 
dan Informasi (SIM). Pemanfaatan TIK dalam 
pembelajaran akan menciptakan pembelajaran 
yang menarik dan menyenangkan. Para siswa 
akan antusias dalam mengikuti pembelajaran.   
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam rangka mencapai standar 
pengelolaan pendidikan, Kepala Madrasah 
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harus melaksanakan perannya sebagai 
manajer. Menurut Wahjosumidjo, ada empat 
langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah 
sebagai manajer dalam rangka mencapai 
standar pengelolaan, yakni kepala sekolah 
melakukan perencanaan, kepala sekolah 
melakukan pengorganisasian, kepala sekolah 
melakukan pengawasan dan kepala sekolah 
melakukan pengendalian. Selain itu, dalam 
rangka menuju masyarakat 5.0 maka 
setidaknya dilakukan peningkatan kemampuan 
terkait TIK baik untuk guru, siswa dan staff. 
Staf yang melek TIK akan membantu 
madrasah dalam memberikan layanan 
operasional dan layanan Sistem Data dan 
Informasi (SIM). Pemanfaatan TIK dalam 
pembelajaran akan menciptakan pembelajaran 
yang menarik dan menyenangkan. Para siswa 
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